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Abstrak

Tulisan ini menyajikan hasil kajian tentang bagaimana institutional arrangement
menjadi bagian yang berjalin-kelindan dalam implementasi data analytics di Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak di Indonesia. Dengan menggunakan metode
penelitian studi kasus interpretif, kajian ini menyajikan pemahaman(verstehen) terkait dengan
institutional arrangement yang dalam konteks penelitian ini bekerja dalam bentuk: (1) Cetak
Biru TIK DJP telah secara eksplisit menyebutkan data analytics sebagai pilar dan aplikasi-
strategis dalam pengembangan TIK DJP; (2) Tata Kelola TIK DJP menyediakan ruang
pengembangan TIK (aplikasi ataupun infrastruktur) dengan pendekatan end-user computing
sehingga memungkinkan unit pengguna dapat memenuhi kebutuhan pengembangan TIK-nya
secara lebih fleksibel sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan; (3) interaksi praktik-
informal dengan ketentuan formal yang mengarah kepada terbentuknya situasi praktik formal
yang sejalan dengan tata kelola TIK DJP. Studi ini mengajukan usulan kerangka kerja yang
diharapkan dapat digunakan untuk memahami bagaimana institutional arrangement berperan
dalam implementasi data analytics di lingkungan organisasi pemerintahan secara lebih luas.

Kata kunci—analisis, data, institusional, kerangka kerja, pajak

Abstract

This study set out to investigate how institutional arrangements are intertwinned in the
implementation of data analytics at the Directorate General of Taxation (DGT) as the
Indonesian tax authority. Using an interpretive case study method, this study found a better
understanding (verstehen) related to some institutional arrangements which, in this context,
worked in three observable forms. These are: (1) the DGT ICT Blueprint has explicitly
mentioned that data analytics is a pillar and strategic-application in the development of ICTs;
(2) the DGT ICT governance explicitly provides space for ICT development—i.e. applications or
infrastructure, with an end-user computing approach so that ICT user units can fulfill their ICT
development needs more flexibly in accordance with guidelines in governance; (3)the
interaction between informal practices with formal provisions leads to the formation of IT
formal practices that are in line with the DGT’s ICT governance. This study proposes a
conceptual framework that could be used to better understand how institutional arrangements
play a key role in the process of implementing data analytics, particularly within a wider range
of government organizations.
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1. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak di Indonesia berwenang untuk
mengumpulkan bukti dan kemudian berdasarkan bukti tersebut menetapkan pajak bagi wajib
pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah
satu bentuk bukti tersebut adalah data yang disimpan dalam format elektronik (data elektronik).
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memunculkan disiplin data
analytics yang dapat dimanfaatkan oleh otoritas pajak untuk mengolah data elektronik tersebut
sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam administrasi pajak.
Data analytics diharapkan dapat memperkecil kesenjangan (gap) antara jumlah pajak yang telah
dibayarkan dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak [1,
2,3, 4, 5, 6]. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kebanyakan otoritas pajak telah mengubah
pendekatan mereka antara lain dengan menggunakan kepatuhan pajak kooperatif dan juga
pemeriksaan pajak berbasis risiko yang berbasiskan pada keandalan aplikasi data analytics [7,
8, 9,10, 11]. Sejalan dengan tren global tersebut, DJP juga telah menjadikan data analytics
sebagai salah satu pilar pengembangan TIK dan sekaligus menjadi bagian dari fungsi
administrasi pajak secara keseluruhan [12,13,14,15,16].

Implementasi data analytics, sebagaimana yang dilaksanakan oleh DJP tersebut, perlu
ditelaah tidak hanya dari sisi teknologinya saja namun juga aspek sosio-organisasionalnya.
Salah satu hal yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam adalah bagaimana institutional
arrangement berjalin-kelindan dalam implementasi data analytics sebagai bentuk implementasi
TIK [17,18,19,20]. Adanya istilah “getting the institutions right”” menunjukkan pentingnya
pemahaman akan aspek institutional arrangement dalam aktivitas ekonomi, bisnis, ataupun
administrasi, termasuk pula dalam hal implementasi TIK untuk organisasi [21,22,23,24, 25,26].
Berkaitan dengan implementasi TIK dalam organisasi, [27] menyatakan bahwa institutional
arrangement merupakan integrasi antar berbagai aspek yang meliputi lingkungan sosial,
kebijakan, aturan, struktur, ataupun prosedur kerja yang memungkinkan implementasi TIK
bekerja sebagai komponen organisasi. Beberapa kajian yang menunjukkan bahwa institutional
arrangement berkaitan dengan erat dengan kesuksesan implementasi TIK, baik di lingkungan
swasta ataupun pemerintahan. Institutional arrangement perlu mendapatkan perhatian dalam
implementasi dan operasi TIK dalam organisasi karena hal ini berkaitan dengan serangkaian
aturan yang menghubungkan akan teknologi dengan aktor-organisasi beserta lingkungannya
sehingga teknologi yang diimplementasikan dapat berjalan [17, 28,29,30,31].

Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian studi kasus interpretif berupaya
untuk menyajikan sebuah pemahaman yang empatik dan mendalam (verstehen) yang berasal
sebuah fenomena/situasi organisasional dalam bentuk alamiah (naturalistic)-nya berupa
institutional arrangement dalam implementasi data analytics di lingkungan administrasi pajak
[32, 33,34,35,36:48,37, 38]. Pemahaman empatik yang demikian ini pada dasarnya diperoleh
peneliti melalui interpretasi/penafsiran dengan menggunakan sudut pandang subjek-penelitian
(emic) atas fenomena sosial-organisasional yang sedang diteliti [32,39:103, 40].

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana institutional arrangement menjadi
aspek yang ikut berjalin-kelindan (interwinned) dalam implementasi data analytics untuk
kepentingan administrasi perpajakan di Indonesia. Manfaat yang diharapkan dari tulisan ini
adalah tersedianya sebuah kerangka konsepsual yang memungkinkan para praktisi, akademisi,
dan pengambil kebijakan mendapatkan pemahaman yang mendalam (verstehen) sehingga
mempunyai tambahan referensi yang berkaitan dengan implementasi data analytics dalam
lingkungan administrasi pajak.

Sistem informasi adalah salah satu bentuk implementasi TIK sebagai komponen
organisasi yang dibuat agar dapat menyajikan informasi yang valid untuk mendukung
pengambilan keputusan. Berdasarkan perlakuannya terhadap jenis data yang disimpannya,
sistem informasi dalam organisasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengolahan transaksi
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(transaction processing, sering disebut dengan On Line Transaction Processing/OLTP) ataupun
proses analisis (analytical processing, dikenal pula dengan On Line Analytical
Processing/OLAP [41,42]. OLTP sering disebut juga sebagai core application adalah sistem
aplikasi untuk mengotomasikan pekerjaan klerikal, rutin, terstruktur, berulang, dan merupakan
transaksi yang atomik dan terisolasi. Pada sisi lain, OLAP merupakan sebuah sistem aplikasi
untuk menyimpan data detil ataupun agregat dengan multidimensional-view dengan
menggunakan data yang berasal dari OLTP atau sumber data lainnya untuk menyediakan akses
informasi yang cepat bagi kepentingan penggunanya [43,44,45,46].

Istilah OLAP tersebut kemudian memiliki cukup banyak varian yang sebenarnya
bertujuan sama namun mempunyai penekanan fungsi yang agak berbeda, sebut saja misalnya:
Decision Support Systems (DSS), data mining, data warehouse, ataupun business intelligence.
Area praktik analisis data ini yang kemudian diberi istilah sebagai data analytics [47, 48,49,50].
Menurut [47], analytics berbeda dengan analysis, adanya akhiran ““-ics™ tersebut menunjukkan
adanya kerangka atau prinsip-prinsip tentang pengetahuan (body of knowledge), sedangkan
“analysis” dapat dimaknai sebagai serangkaian aktivitas. Sementara itu, [51] menyatakan data
analytics sebagai proses berbantuan sistem aplikasi dan perangkat lunak untuk menelaah
sekumpulan data sehingga darinya bisa didapatkan kesimpulan yang berkaitan pengambilan
keputusan bisnis.

Dalam konteks administrasi pajak, [5:16-20] mengajukan istilah advanced analytics
untuk mewakili predictive analytics dan prescriptive analytics sebagai bentuk pemrosesan dan
analisis data untuk kepentingan administrasi pajak. Menurut [52], predictive analytics
merupakan upaya untuk menemukan hubungan antar data perpajakan untuk tujuan antisipatif,
sedangkan prescriptive analytics lebih merupakan upaya untuk mencari hubungan sebab-akibat
yang dapat diungkapkan dari berbagai data perpajakan yang sudah dikumpulkan. Sementara itu
menurut [7], penerapan advanced analytics seperti anomaly detection, predictive modeling dan
social network analysis akan mendukung otoritas pajak untuk menemukan indikasi
kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak. Sedangkan [2] mengemukakan bahwa penggunaan
predictive analytics dalam administrasi pajak dapat menghasilkan pemilihan kasus pemeriksaan
pajak yang lebih tepat sasaran.Teknis analisis datanya dapat berupa pattern recognition, outlier
detection, cluster analysis, experimental design, network analysis, dan juga text mining. Dari
sisi area implementasi praktisnya dalam administrasi pajak dapat mencakup kepentingan yang
berkaitan dengan pemilihan wajib pajak yang diaudit, pembayaran dan pelaporan, pengelolaan
piutang pajak, layanan perpajakan, segmentasi wajib pajak berdasarkan kriteria tertentu, dan
evaluasi kebijakan.

Ketentuan formal tentang pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia telah diatur dalam
UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta
Perubahannya (selanjutnya “UU KUP”). Salah satu hal yang diatur dalam UU KUP adalah
aliran informasi untuk kepentingan administrasi pajak. Aliran informasi dalam sistem
administrasi pajak ini berasal dari dua sumber utama, yaitu wajib pajak sendiri dan pihak ketiga
sebagai data pembanding. Kedua aliran informasi tersebut akan menjadi bahan bukti yang dapat
diolah oleh DJP sehingga pada akhirnya dapat digunakan menjadi bukti untuk menguji
kepatuhan wajib pajak. Data terpenting yang berasal dari wajib pajak berupa Surat
Pemberitahuan (SPT) sebagai surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban (Pasal
1 angka 11 UU KUP) . Sementara itu, data dari pihak ketiga ini, sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 35A, adalah data yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha,
penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah
debitur, transaksi keuangan, lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau
laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP.

Pasal 12 UU KUP menetapkan bahwa jika terdapat bukti yang menunjukkan jumlah pajak
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yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak tidak benar maka DJP
menetapkan jumlah pajak yang seharusnya terutang. Sebagai konsekuensi dari ketentuan ini,
Pasal 35A UU KUP telah memberikan wewenang kepada DJP untuk mengumpulkan dan
mengolah data (termasuk data elektronik) untuk kemudian dapat digunakan menjadi bukti untuk
menguji kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan ketentuan tersebut, dan juga adanya
perkembangan teknologi manajemen data yang telah mengarah pada penggunaan big data oleh
otoritas perpajakan (lihat misalnya [53, 54]) maka DJP dapat mengimplementasikan data
analytics sebagai salah satu mekanisme untuk mengumpulkan data/informasi untuk kemudian
diolah dan disajikan sebagai bukti untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

Institutional arrangement merupakan salah satu bagian dari tata kelola TIK (IT
governance) yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa implementasi TIK telah selaras
dengan strategi bisnis organisasi secara keseluruhan. Penyelarasan tersebut berfokus pada
perencanaan dan implementasi suatu kerangka kerja sehingga tersedia media komunikasi yang
memadai antara fungsi TIK dengan fungsi bisnis organisasi lainnya [18, 55,56, 57,58, 59]. Hasil
studi [17] menemukan bukti bahwa institutional arrangement merupakan salah satu prasyarat
kesuksesan implementasi big data analytic di sektor pemerintahan. Institutional arrangement
tersebut mencakup: (1) institusi formal, termasuk kebijakan, struktur tata kelola dan aturan
hukum; (2) berbagai perilaku atau eksternalitas (dampak) yang berkaitan keberadaan data
analytics. Kajian OECD [5:31-34] menemukan beberapa hal bahwa implementasi advanced
analytics di lingkungan administrasi pajak membutuhkan keselarasan kondisi struktural dan
kultural sehingga fungsi yang bersifat teknis dapat bekerja efektif dengan berbagai komponen
organisasi lain dalam skala yang lebih luas.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan di atas, penulis mengajukan definisi
operasional institutional arrangement yang digunakan penelitian ini, beserta alur pemikiran
yang menggambarkan hubungan antara berbagai konsep terkait dengan implementasi data
analytics dalam administrasi pajak.Gambar 1 menyajikan diagram alur pemikiran yang
menggambarkan hubungan antara konsep, definisi operasional, dan tujuan penelitian.

SPT beserta data pelaporan . basisdata (& big data) tersedianya data/informasi sebagai salah
Wajib Pajak (WP) perpajakan satu bahan bukti untuk menguji
E"“_‘_‘T'_'_’#H kepatuhan WP (Pasal 12 UU KUP)
Datafinformasi pembanding Data analytics: descriptive,
(Pasal 35A UU KUP) predictive, prescriptive
t

Tujuan penelitian: pemahaman yang mendalam (verstehen) tentang bagaimana institutional arrangement menjadi aspek yang
ikut berjalin-kelindan (intertwinned) dalam implementasi data analytics untuk kepentingan administrasi perpajakan di Indonesia

Gambar 1. Alur Pemikiran dan Definisi Operasmnal

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus interpretif karena metode inidianggap
paling sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengungkapan situasi empiris untuk mendalami
makna yang tersimpan dari situasi sosial-organisasional berupa institutional arrangement yang
terkait dengan implementasi data analytics untuk kepentingan administrasi pajak sebagai fokus
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penelitian[36:45,35]. Studi kasus interpretif artinya pemahaman akan suatu kasus akan
didapatkan melalui pengungkapan makna dari berbagai data yang dikumpulkan untuk
selanjutnya ditafsirkan dengan menggunakan teori/literatur, penelitian terdahulu, dan
pengalaman peneliti dengan menggunakan perspektif emic (sudut pandang aktor-organisasi
sebagai subjek-penelitian) sehingga didapatkan pemahaman yang mendalam [36:56,34].

Teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan adalah analisis tematik (thematic
analysis) [60,58] dan disertai dengan protokol triangulasi [61,62] untuk menjaga validitas
temuan penelitian. Karena penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus interpretif,
pemanfaatan hasil penelitian ini kepada lingkungan dan situasi organisasi yang berbeda
hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip: transferability, generalisasi-
analitis, ataupun konteks spesifik yang terkait dengan suatu organisasi [36:73-77, 63,64].

Gambar 2 menyajikan hubungan antara rumusan masalah dengan teknik analisis dan
interpretasi data penelitian sebagaimana yang telah diuraikan.

'Rumusanmasalah: i
| memahami bagaimana institutional arrangement berjalin-kelindan (interplayed) dalam implementasi data analytics untuk kepentingan administrasi |

pajak di Indonesia :

|
|
Lt B e B TR e R B B R R e R B R R e S B R i B R 3

Pemahaman akan data Penyusunan kerangka Pemberian nama tema dan Pemilihan tema yang
yang akan dinterpretasikan pemikiran berdasarkan hubungan antar tema; terkait dengan tujuan
terutama pengenalan pola * tema yang telah dipilih — * penelitian

dan hubungan antara data

ir Analisis tematik: telaah (ulang) terhadap tema yang (sudah) dipilih,
------ 4 usahakan untuk menyusun kembali menjadi tema yang lebih ¢+ ¢
| spesifik te--!

A

v

triangulasi

'

kerangka konsepsual untuk memahami insitutional arrangement dalam implementasi data analytics dalam lingkungan administrasi pajak yang
diharapkan juga dapat digunakan untuk skala yang lebih luas untuk memahami implementasi TIK di sektor pemerintahan.

Gambar 2. Teknik Analisis dan Interpretasi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan wawancara (langsung dan via aplikasi Whatsapp) serta studi
dokumentasi sebagai cara pengumpulan datanya. Dokumentasi tersebut mencakup antara lain:
struktur organisasi, diagram alur proses bisnis, prosedur operasi standar (Standard Operating
Procedures/SOP), ataupun materi sosialisasi/seminar yang terkait dengan implementasi data
analytics. Tabel 1 menyajikan daftar narasumber (informan) penelitian yang diwawancarai.
Panduan umum pertanyaan yang akan diajukan telah disusun dalam protokol studi kasus sebagai
panduan bagi penulis dalam melakukan wawancara. Kerangka ini sifatnya fleksibel, artinya
dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara berlangsung. Penulis diberi
kesempatan oleh Direktur Tranformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI)-DJP
untuk melakukan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan dua orang staf
terkait yaitu NS-1 dan NS-2. Pada saat wawancara dengan NS-1 dan NS-2 terdapat beberapa hal
yang menurut penulis perlu mendapatkan pendalaman dengan melakukan wawancara dengan
staf TIK di DJP yang terkait dengan implementasi data analytics di instansi vertikal DJP. Untuk
kepentingan ini, penulis kemudian mewawancarai informan NS-3 s.d. NS-8.
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Tabel 1. Narasumber Penelitian yang Diwawancarai

Jabatan/Kedudukan Identifikasi

Kepala Subdirektorat terkait pengembangan sistem informasi dan tata kelola TIK DJP di NS-1
Direktorat TTKI

Kepala Seksi terkait data analytics dan data warehouse di Direktorat TTKI NS-2
Kepala Bidang terkait pengelolaan data di Kantor Wilayah NS-3
Kepala Seksi terkait pengelolaan data di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar NS-4
Administrator TIK di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar NS-5
Analisdi Center for Tax Analysis, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (Dit. NS-6
PKP) di Pusdiklat Pajak

Pengolah dan penyaji data di Center for Tax Analysis, Dit. PKP di Pusdiklat Pajak NS-7
Pemeriksa pajak yang telah mengimplementasikan audit analytics dalam pemeriksaan NS-8

pajak yang dilakukannya

Sumber: pengumpulan data oleh penulis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dilakukan menggunakan kerangka analisis sebagaimana disajikan dalam
Gambar 2. Berdasarkan kerangka tersebut, penulis menyajikan hasil analisis dan interpretasi
data dalam empat tema yaitu: (1) data analytics di DJP sebagai inisiatif strategis dan situasi
terkini yang berkaitan dengan hal itu; (2) implementasi data analytics sebagai bagian dari
praktik pengembangan TIK DJP; (3) data governance sebagai bagian dari implementasi data
analytics yang perlu mendapatkan telaah lebih mendalam; (4) usulan kerangka kerja yang
diajukan memahami institutional arrangement dalam implementasi data analytics.

3.1. Data Analytics di DJP: Inisiatif dan Situasi Terkini

Dari sisi arsitekturnya, DJP dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu infrastruktur dan
sistem aplikasi. Dari sisi karakteristik pengolahan datanya, portofolio sistem aplikasi di DJP
dapat dikategorikan menjadi (1) sistem informasi layanan wajib pajak; (2) sistem informasi
pendukung; (3) sistem informasi utama; (4) sistem pendukung pengambilan keputusan [65].
Dengan menggunakan pendekatan pemetaan sistem aplikasi “McFarlan Strategic Grid”, Cetak
Biru TIK DJP memosisikan analytics ke dalam kuadran strategic. Sistem aplikasi dalam
kuadran strategic artinya adalah aplikasi yang dapat mengubah arah kebijakan dan kegiatan
operasional di dalam lingkungan DJP dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
Analytics dikategorikan sebagai aplikasi strategis terutama jika dikaitkan dukungannya untuk
pengambilan keputusan baik. Hal ini dapat dilihat dari dari Perdirjen Pajak Nomor PER-
46/PJ/2015 tentang Cetak Biru TIK DJP yang menekankan pentingnya implementasi big data
analytics pilar pengembangan TIK DJP dan analytics sebagai salah satu sistem aplikasi strategis
dalam administrasi pajak, sebagaimana kutipan berikut ini:

“...4. Big Data analytics ... Analytics merupakan proses yang tidak terpisahkan dari DJP, khususnya
dalam penggalian potensi pajak dan pencegahan penggelapan pajak. ... Big Data analytics bertujuan
untuk memperkuat proses analytics yang ... semakin banyak pola dan korelasi yang dapat ditemukan
di dalam data perpajakan sehingga keberhasilan proses penggalian potensi pajak dan pencegahan
penggelapan pajak pun semakin tinggi.” [13:9]

DJP, merujuk [66], menghadapi situasi yang mengharuskan implementasi data analytics
karena memang tantangannya nyata, yaitu: (1) jumlah data internal dan eksternal yang dikelola
DJP semakin besar; (2) duplicated and scattered database; (3) use case semakin komplek; (4)
infrastruktur dan teknologi saat itu tidak dapat menangani data yang besar.Rencana untuk
mengimplementasikan data analytics sebagaimana disebutkan dalam Cetak Biru TIK DJP
tersebut kemudian dilaksanakan secara bertahap. Berdasarkan data penelitian yang berhasil
dikumpulkan, inisiatif implementasi data analytics ini tidak saja terjadi di fungsi TIK DJP

Darono, [Data Analytics Dalam Administrasi Pajak Di Indonesia: Kajian Institutional Arrangement]



Jatisi ISSN 2407-4322
Vol. 6, No. 2, Maret 2020, Hal. 195-211 E- ISSN 2503-2933 201

(Direktorat TTKI) namun juga ditemui setidaknya di dua direktorat lain yaitu Direktorat
Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (Dit. PKP) dan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
(Dit. P2). Sasaran stratregis TIK DJP (TIK 5) adalah peningkatan ketersediaan data dan
informasi yang lengkap dan berkualitas hal ini kemudian ditindaklanjuti dalam [13:56] dengan
adanya Pengembangan Platform Analytics.

Tabel 2 dengan menggunakan pendekatan kronologis menyajikan linimasa (timeline)
terkait dengan berbagai aktivitas organisasi untuk implementasi data analyics tersebut.

Tabel 2. Tahapan Implementasi Data Analytics di DJP

Kurun waktu

Aktivitas yang dilakukan

April 2015

Januari -
Desember
2016

Februari 2017
- 2019

Juni 2019

~ Sumber: pengumpulan data oleh penulis

Cetak Biru TIK DJP (hal. 32) menyatakan bahwa seluruh data history hasil transaksi

yang dimasukkan ke dalam data warehouse. Pembentukan pilot project untuk

membangun Enterprise Data Warehouse (EDW).

Konfigurasi perangkat untuk pilot project ini adalah: infrastruktur (10 PC i7); total

RAM: 160 GB, total core: 40 core; total storage: 10 TB, perangkat lunak pengolah data:

Hadoop

Use case yang digunakan untuk piloting adalah:

(1) analisis Pajak Masukan — Pajak Keluaran;

(2) Faktur Pajak Ganda untuk memenuhi kebutuhan akses data oleh CTA dan Kanwil

DJP Wajib Pajak Besar.

Catatan: use case adalah rangkaian aktivitas dalam satu atau lebih organisasi yang

ditunjukkan dengan sebuah diagram (use case diagram), untuk menjelaskan hubungan

antara proses bisnis, prosedur, sistem aplikasi dan penggunanya yang jika hal ini

dieksekusi akan menghasilkan keluaran tertentu (lihat misalnya: [67], [68, pp. 4-9]).

Pembangunan EDW sebagai platform teknologi yang  mengintegrasikan/

mengkonsolidasikan data dari berbagai sumber internal dan eksternal, mengelola data

dengan memberikan realibilitas dan kepercayaan terhadap data. EDW bertujuan

menyediakan “single source of truth” dan akses data yang tercatat.

Konfigurasi perangkat untuk EDW ini adalah:

o cluster Hadoop (data integration): RAM 3,5TB, 504 core, 100 TB storage

e cluster Hadoop (data platform): RAM 4,2 TB, 408 core, 465 TB storage

e cluster EDW: RAM 2 TB, 112 core, 235 TB storage

o perangkat lunak: Hadoop dan Teradata

Implementasi deep analytics dengan menggunakan beberapa use case, antara lain:

¢ FPTBTS (Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya)

e penyediaan data untuk self service business intelligence.

e network analysis untuk fraud transaksi ppn

e social network analysis untuk mendeteksi jaringan distribusi wp, jaringan kepemilikan
saham, jaringan hubungan keluarga

¢ dukungan informasi bagi aplikasi Approweb sebagai untuk menyediakan informasi
dalam pelaksanaan proses bisnis inti DJP

penetapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.01/2019

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 (PMK-

87) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang antara lain mengatur

pembentukan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) dengan tugas untuk

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan

informasi perpajakan.

Beberapa fungsi di dalam DIP yang relevan DIP diskusi tentang data analytics adalah:

pengelolaan data internal, pengelolaan data eksternal; analisis data; risiko kepatuhan

wajib pajak dan sains data.
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3.2. Data Analytics Dalam Praktik Pengembangan TIK DJP

Pengembangan TIK DJP telah diatur dalam Perdirjen Nomor PER-54/PJ/2010 tentang
Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Direktorat Jenderal
Pajak dan Perubahannya antara lain mengemukakan beberapa ketentuan ini: (1) pengembangan
TIK adalah suatu kegiatan untuk membangun, mengubah, atau menyediakan aplikasi dan
infrastruktur TIK yang dibutuhkan dalam mendukung operasional di lingkungan DJP; (2)
aplikasi adalah suatu sistem berbasis komputer yang ditujukan bagi pengguna atau bagi sistem
lain untuk melakukan suatu fungsi tertentu; (3) infrastruktur TIK adalah semua komponen yang
terintegrasi yang digunakan untuk mendukung operasional sistem, meliputi perangkat komputer,
infrastruktur jaringan, perangkat lunak, basis data, dan perangkat pendukung seperti modem,
scanner, printer, dan lain-lain.

Implementasi data analytics, merujuk Tata Kelola TIK DJP, merupakan salah satu bentuk
pengembangan TIK yang seharusnya memenuhi kaidah dalam tata kelola tersebut. Hal yang
perlu diperhatikan dari Cetak Biru TIK DJP terkait dengan infrastruktur adalah adanya Prinsip
Investasi (P1-07) yang menyatakan bahwa pengadaan Barang/Jasa TIK dapat dilakukan oleh
unit kerja pengguna dengan spesifikasi teknis yang disetujui oleh Unit Kerja TIK. Sementara
itu, ketentuan yang harus diperhatikan dalam Tata Kelola TIK DJP sehubungan dengan aplikasi
adalah pengembangannya yang dapat dilakukan dengan cara (1) in-house development:
dilakukan secara swakelola oleh Tim Pengembangan Aplikasi dari DJP; (2) outsourced dengan
joint development: oleh pihak ketiga melalui suatu perjanjian kerjasama yang didampingi oleh
Tim Pendampingan Pengembangan TIK; (3) commercial-off-the-shelf (COTS): dilakukan
dengan memanfaatkan aplikasi COTS jika memenuhi minimal 80% kebutuhan bisnis dan
operasional yang ditetapkan; (4) end-user computing (EUC): Unit kerja DJP di luar Direktorat
TTKI dapat melakukan pengembangan aplikasi dan/atau pembelian paket software sendiri
(dengan ketentuan bahwa aplikasi yang dikembangkan digunakan untuk melakukan pekerjaan
yang bersifat analisis (OLAP) dengan tidak mengubah master data yang sudah ada atau
menciptakan master data yang baru.

Data analytics sebagai pengembangan TIK DJP tentu melibatkan aplikasi dan
infrastruktur. Dari sisi infrastruktur, dalam implementasi data analytics terdapat kemungkinan
unit kerja non TIK DJP (unit pengguna/end user) akan melakukan pengadaan infrastruktur
(misalnya unit baru atau upgrade perangkat keras komputer) untuk data analytics jika
berdasarkan telaah terhadap infrastruktur yang berada dalam cakupan fungsinya dipandang
kapasitasnya tidak memadai lagi.

Dari sisi pengembangan aplikasi, praktik data analytics cenderung mendorong pada
adanya penerapan EUC. Hal ini sebenarnya juga sejalan dengan Prinsip Umum (PU-06) dalam
Cetak Biru TIK DJP menyatakan bahwa kebutuhan EUC diakomodasi dengan batasan bahwa
(1) data hasil olahannya tidak disimpan ke dalam basis data core system DJP; (2) tidak
digunakan untuk memberikan pelayanan transaksional kepada wajib pajak. Dukungan terhadap
pengembangan data analytics dengan EUC ini juga disampaikan oleh beberapa hasil wawancara
dengan NS-1, NS-2, NS-5 dan NS6 yang menyatakan bahwa sebaiknya end-user tetap
mempunyai hak akses yang memungkinkan mereka mengolah informasi di luar menu standar
yang ada karena kebutuhan informasi yang berubah-ubah. Kebutuhan ini akan sulit dipenuhi
jika hanya mengandalkan layanan aplikasi yang disediakan oleh fungsi TIK DJP.

Analisis atas data penelitian yang berhasil dikumpulkan dan diolah mengarah pada satu
pemahaman bahwa institutional arrangement yang terkait dengan implementasi data analytics
sebagai bagian dari praktik pengembangan TIK DJP mengacu kepada Cetak Biru TIK DJP dan
Buku 1V Tata Kelola TIK DJP adalah:

Unit di luar TTKI (unit pengguna) mempunyai kesempatan untuk melakukan
pengembangan TIK dalam bentuk data analytics sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan
perangkat yang dimilikinya;

Aplikasi data analytics lebih baik dikembangkan dengan pendekatan pengembanga
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aplikasi EUC karena sifat yang sering ad hoc dan spesifik, nkasus-per-kasus bahkan personal,
sebagaimana dinyatakan dalam PU-06, alasan atas hal ini adalah memberikan kesempatan bagi
pengguna untuk melakukan improvisasi yang diperlukan untuk mendukung Kkegiatan
operasionalnya. Unit Kerja TIK mengutamakan pengembangan layanan yang bersifat DJP-wide;

Infrastruktur yang digunakan untuk implementasi data analytics, dengan persetujuan Dit.
TTKI, dapat diadakan oleh Unit Kerja di luar TTKI sesuai dengan prinsip PI-07;

Catatan terkait dengan ketentuan dalam SE-6/PJ/2011 tentang Pedoman Pengelolaan
EUC yang dalam pandangan penulis terlalu rigid dalam penentuan database management
system (DBMS) dan perangkat lunak pemrograman. Sebaiknya Dit. TTKI memberikan beberapa
alternatif terhadap pemilihan perangkat tersebut, termasuk terkait dengan varian perangkat data
analytics yang dapat diimplementasikan oleh unit pengguna.

3.3. Data Governance Dalam Implementasi Data Analytics

Implementasi data analytics sebagai salah satu bentuk pengembangan TIK DJP terutama
yang dilaksanakan oleh unit kerja di luar TTKI bertujuan untuk mempermudah unit pengguna
mendapatkan data yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Pada saat yang sama hal itu juga
menimbulkan risiko terhadap keamanan data. Narasumber NS-1 dan NS-2 mengemukakan
perlunya prosedur dan dukungan teknologi yang menjamin bahwa fleksibilitas pengolahan data
tidak akan menganggu keamanan data.

Acuan formal data governance yang dapat digunakan oleh DJP terkait dengan
implementasi data analytics ini, dalam hemat penulis adalah Peraturan Presidan Nomor 39
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres-39). Pasal 1 angka 1 Perpres-39 bahwa Satu
Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang
akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi
pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata,
Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Selain itu, dapat
dipertimbangkan kerangka acuan data governance yang diajukan oleh IOTA (2016) terkait
dengan “Good Practice Guide Applying Data and Analytics in Tax Administrations™. Hasil
kajian ini antara lain mengajukan rekomendasi tentang penyusunan data governance, yaitu:

Penggunaan DAMA-DMBOK sebagai data management framework yang selama ini
telah diterima secara luas baik di sektor privat maupun publik. Framework ini telah keseluruhan
bidang data management yang meliputi: data development, data architecture, data quality, data
security, master data, dan meta data management;

Penggunaan data layer architecture yang membagi data yang akan dianalisis dalam
beberapa lapisan (layer), di mana setiap layer mempunyai karakteristik dan aturan tersendiri
sehingga akan memudahkan penggunaan data sesuai dengan kepentingan pihak yang
mengaksesnya.

Pengembangan data governance sebagai bagian dari data management dalam otoritas
pajak juga disampaikan oleh [69] dengan mengajukan kerangka ”The New Revenue Agency
Systems Architecture”. Pada prinsipnya kerangka ini merekomendasikan bahwa penyusunan
data governance harus memperhatikan adanya karakteristik data yang terdapat dalam system of
record, system of engagement dan system of insight. Kerangka ini berangkat dari pendapat
bahwa perubahan kedudukan data sebagai bagian dari organisasi perbankan atau keuangan
sangat mirip dengan situasi yang terjadi di lingkungan administrasi pajak. Kedudukan data
dalam organisasi pada saat ini menjadi berbeda dengan pada saat sebelumnya yang lebih
menekankan adanya system of record yaitu sistem pengelolaan data dengan manajemen basis
data relasional (RDBMS) yang terstruktur, data bersifat atomik, integritasnya dijaga dengan
berbagai constraints, dan relatif lebih mudah dalam pengendalian akses dan penggunaan
datanya. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya system of engagement yang
memunculkan area baru dalam pengelolaan semi-structured data seperti data melalui API,
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ataupun dalam format XML atau JSON. Tahap berikutnya adalah berkembanganya system of
insight, yaitu data yang berupa data tidak terstruktur, tanpa atribut yang mudah dikenal seperti
konten media sosial, data geospasial, e-mail, web blog, click stream dan sejenisnya.
Tantanganya yang muncul selanjutnya adalah bagaimana menemukan paduan antara teknologi
dan tata kelola yang sesuai dengan karakteristik setiap data yang dikelola suatu organisasi.

Dari sisi pembagian fungsi atau tugas organisasi, data governance terkait dengan data
analytics ini seharusnya mengacu pada PMK-87 (lihat kembali Tabel 2) yang sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 613 mengatur tugas Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi untuk
melaksanakan penyiapan bahan, penelaahan, penyusunan kebijakan, pemantauan, dan
pengendalian perencanaan strategis kebutuhan data dan informasi, kebijakan dan prosedur tata
kelola data dan informasi, perancangan arsitektur informasi, dan evaluasi kebijakan teknis
operasional mengenai data dan informasi

Pada situasi saat ini, data governance dalam salah satu bagiannya berupa data
stewardship (lihat misalnya [69, 70]) sudah ada dan dapat menjadi pijakan awal. Hal ini dapat
dilihat dari ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-57/PJ/2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Aset Informasi sebagai ketentuan pelaksanaan dari Perdirjen Nomor PER-
41/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi DJP. Ketentuan tersebut juga
berlaku untuk implementasi data analytics. Ketentuan ini tentunya memerlukan beberapa
penyesuaian dengan adanya PMK-87. Pengembangan lebih jauh data governance tidak terbatas
pada data analytics, tetapi dalam skala yang lebih luas mencakup juga seluruh data yang
dikelola DJP.

Analisis atas data penelitian yang berhasil dikumpulkan dan diolah mengarah pada satu
pemahaman bahwa institutional arrangement yang terkait dengan data governance dalam
implementasi data analytics sebagai bagian dari praktik pengembangan TIK DJP adalah:

Data governance diharapkan menjadi pranata organisasi yang diharapkan menjadi dari
penyeimbang dua kepentingan yang seakan-akan “berlawanan” antara kemudahan akses data di
satu sisi, dengan perlindungan keamanan data dan risiko penyalahgunaan data yang merugikan
administrasi pajak secara keseluruhan, di sisi yang lain;

Kemungkinan penggunaan Virtual Desktop Infrastructure (VDI) sebagai mekanisme
pengolahan data dengan mengunakan virtual machine yang berjalan secara live di data center
DJP sehingga data tetap dapat dianalisis tanpa harus menimbulkan risiko yang berdampak pada
sisi keamanan dan integritas data;

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-57/PJ/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Aset
Informasi sebagai ketentuan pelaksanaan dari Perdirjen Nomor PER-41/PJ/2010 tentang
Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi DJP saat ini merupakan ketentuan yang dapat
dikatakan sebagai data governance yang dimiliki oleh DJP pada saat ini, termasuk untuk
kepentingan implementasi data analytics dan hal inilah yang memerlukan konsistensi dalam
penerapannya.

3.4. Institutional Arrangement Dalam Implementasi Data Analytics: Suatu Usulan Kerangka
Analisis

Dengan menggunakan prosedur generalisasi-analitis [36:73-74], penulis mengajukan
argumentasi bahwa kerangka kerja yang diajukan ini dapat digunakan untuk perangkat analisis
untuk memahami implementasi data analytics dalam setting organisasi pemerintahan yang
berbeda. Untuk tahap selanjutnya, definisi operasional tentang institutional arrangement perlu
ditetapkan. Berdasarkan definisi tersebut tindakan untuk mendapatkan pemahaman dilakukan
dengan membandingkan komponen dan dengan yang sudah diidentifikasi pada tahap
sebelumnya. Berikutnya, sebagai langkah terakhir adalah mengerucutkan berbagai situasi/fakta
organisasi yang dihadapi menjadi tema tertentu untuk dielaborasi lebih lanjut sebagai
institutional arrangement yang dianggap berperan dalam implementasi data analytics.

Gambar 3 menyajikan kerangka kerja pemahaman tersebut dan disertai dengan beberapa
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situasi yang terkait dengan pemahaman yang didapatkan. Kerangka pemahaman ini dapat
digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi komponen institutional arrangement yang
tersedia dan hubungan antar komponen tersebut.

alur pemikiran, konsep, dan definisi operasional (perhatikan kembali Gambar 1)

kerangka kerja pemahaman institutional arrangement dalam implementasi data analytics

pemahaman akan data analytics Pemahaman akan perlunya Pemahaman tentang bagaimana
sebagai inisiatif strategis dan perubahan struktur tata kelola (TIK interaksi praktik-informal dan
operasionalisasinya dan organisasi) sebagai konsekuensi ketentuan formal sebagai bagian l
: implementasi data analytics keseluruhan proses implementasi }
: data analytics

data analytics telah dinyatakan |
i sebagai bagian dari cetak biru TIK
i DJP

| +praktik data analytic oleh unit CTA ]
| »use case terkait dengan beberapa

sampai dengan dibentuk DDIP
+praktik data analiytics oleh pemeriksa
pajak dengan beberapa mekanisme
seperti web scraping untuk
mendapatkan data dan core-apps

«adanya inisiatif pembentukan unit
data analytics/science sebagai dalam '
i bentuk formal struktur organisasi

| *pendekatan end-user-computing
' yang dapat digunakan lebih lanjut
untuk data analytics

' isu krusial seperti pengungkapan
fraud terkait dengan faktur pajak

Gambar 3. Kerangka Pemahaman Institutional Arrangement Terkait dengan Implementasi Data
Analytics Dalam Administrasi Pajak di Indonesia

4. KESIMPULAN

Pemahaman akan peranan institutional arrangement yang terkait dengan implementasi
data analytics dalam lingkungan administrasi pajak di Indonesia yang ditemukan dari penelitian
ini adalah:

Cetak Biru TIK DJP telah secara eksplisit menyebutkan data analytics sebagai pilar dan
aplikasi-strategis dalam pengembangan TIK DJP dan kemudian diimplementasikan dengan
menggunakan pilot project, pembangunan enterprise datawarehouse, dan implementasi data
analytics dengan use case yang diprioritaskan seperti pengungkapan fraud terkait faktur pajak;

Tata Kelola TIK DJP menyediakan ruang pengembangan TIK (aplikasi ataupun
infrastruktur) dengan pendekatan end-user computing sehingga unit pengguna TIK dapat
memenuhi kebutuhan pengembangan TIK-nya secara lebih fleksibel sesuai dengan panduan
dalam tata kelola;

interaksi praktik-informal dan ketentuan formal sebagai bagian keseluruhan proses
implementasi data analytics seperti kesadaran akan penting data governance sebagai bagian
Tata Kelola TIK yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi data governance yang lebih
komprehensif dengan mempertimbangkan ketentuan formal dan juga best practice yang
ditawarkan di area data management ini.

5. SARAN

Berdasarkan analisis data dan temuan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan
sebelumnya, tulisan ini menyampaikan saran sebagai berikut:

Perbaikan pedoman pengembangan EUC terutama yang berkaitan dengan penggunaan
perangkat lunak database management system ataupun pemrograman.

Penyusunan data governance yang merujuk kepada ketentuan formal sebagaimana telah
diatur dalam Perpres-39 dengan kemungkinan untuk mempertimbangkan panduan data
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management yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga kajian (“‘think tank’) bereputasi di
bidang ini.

Hasil penelitian ini mengajukan suatu usulan kerangka kerja yang diharapkan dapat
digunakan untuk memahami bagaimana institutional arrangement berperan dalam
implementasi data analytics untuk kepentingan administrasi pajak.
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